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RINGKASAN

Menurut  PSAP No.l Paragraf 21 menyatakan bahwa entitas pelaporan
mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran. Lebih lanjutnya pada
paragraph 23 sampai 26 dijelaskan mengapa pentingnya mengungkapkan semua
informasi, hal ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan.
Dengan demikian akan memperjelas bahwa Laporan Keuangan keuangan vang disajikan
bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada, tapi harus memenuhi
pengungkapan  yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk
memahami. Dalam kerangka konseptual juga dijelaskan bahwa salah satu prinsip
akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah prinsip pengungkapan lengkap dimana
laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Schingga pengungkapan yang tidak dapat disajikan dalam halaman depan laporan
seuangan dapat disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tentu hal ini akan
memperjelas terhadap item-item yang diungkapkan.

Dengan menggunakan content analysis, maka pengkodean terhadap akun-akun
dan informasi yang diungkapkan berdasarkan akun-akun dan informasi dalam laporan
keuangan pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rata-rata
tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah
#3.71%, dengan tingkat pengungkapan yang terlinggi adalah 54% yaitu kabupaten
pasaman baral, dan tingkat pengungkapan yang terendah adalah 33% yaitu kabupaten
solok selatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan
informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana nilai maksimal yang
diharapkan adalah 100%. Rata-rata pengungkapan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan pemerintah daerah cukup baik, rincian akunnya juga cukup baik tetapi
belum adanya standar dan aturan lebih lanjut mengenai luasnva informasi dan rincian
akun yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mengikuti perkembangan bisnis vang semakin komplek, diperlukan
teseimbangan informasi vang sesual dan memadai. Menurut FASB didalam
SFAC No.5 (1984, paragrat 13) dikatakan sesuai bila seperangkat laporan
Leuangan selama suatu periode harus menunjukkan financial position at the end
af the period, earning for the period. comprehensive income for the period, cash
How during the period, investment by end distributions to ownpers during the
period. Sedangkan memadai menunjukkan bahwa secara individual laporan
wevangan akan mencakup halancesheet ataun statement of financial position,
income statement, statement of retain earnings, statement of change in financial
sosition (Statement of sources and application of funds) (SFAC No.l 1978,
paragraph 6). Karena itu pihak perusahaan harus bisa menentukan sistem dan
prosedur akuntansi bisnisnya yvang semakin berkembang dengan perkembangan
Lepentingan “stakeholders”.

Menurut Statement of  Financial Accownting Concepr (SFAC) No.l,
muan  pelaporan adalah untuk memberikan informasi bagi investor, calon
mvestor. kreditor, calon kreditor dan para pemakai lainnya dalam membuat
Leputusan investasi, kredit dan keputusan lainnva secara rasional. Informasi vang

terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk

mengalokasikan dana-dana investasi secara efisien dan produktif. Daarough




(1993) dalam Subroto (2003) menunjukkan arti pentingnya informasi laporan
Leuangan dengan menyatakan bahwa. perusahaan-perusahaan memberikan
laporan keuangan kepada berbagai stakeholders, dengan tujuan untuk memberikan
mformasi vang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan
keputusan investasi. monitoring, penghargaan kinerja dan pembuatan kontrak-
kontrak. Kualitas keputusan investasi dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan
perusahaan yang diberikan melalui laporan tahunan. Agar informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah
mterpretasi, maka  penyajian  laporan  kewangan  harus  disertal  dengan
pengungkapan  vang cukup (adequate disclosure). Selanjutnya  informasi-
mformasi apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan masih
menjadi  perdebatan  dikalangan ahli akuntansi. karena pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap laporan kevangan sangat bervariasi dan masing-masing
mempunyal kebutuhan informasi yang berbeda.

i lingkungan pemerintahan, dengan bergulimya ULl Nomor 22 tahun
1999 vang kemudian direvisi menjadi UU no.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU
No0.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
dan aturan pelaksanaannya , kbususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 58 Tahun
20035 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001,

iclah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daersh. Dengan adanya

otonomi ini. daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

d.

Rata-rata tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah adalah 43.71%, dengan tingkat pengungkapan vang
tertinggi  adalah  54% waitu kabupaten pasaman barat, dan tingkat
pengungkapan yang terendah adalah 33% vaitu kabupaten solok selatan.
Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan
informasi dalam Laporan Keuangan, dimana nilai maksimal vyang
diharapkan adalah 100%.

Rata-rata pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah cukup baik, rincian akunnya juga cukup baik tetapi
belum adanya standar dan aturan lebih lanjut mengenai luasnya informasi
dan rincian akun yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah.

Dari dacrah sampel yang diteliti terlihat adanya ketidakseragaman dalam
pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Adanya perbedaan atau  ketidakseragaman dalam pengungkapan

disebabkan belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai seberapa jauh
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